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KATA PENGANTAR

Proses penyusunan buku ini dimulai pada bulan Februari 2019 den-

gan mengundang beberapa kolega untuk menyumbangkan artike-
Inya. Kami berharap gagasan dalam buku ini dapat menjadi sumbangsih
pemikiran bagi legislasi nasional. Oleh karena itu buku ini memang sen-
gaja disusun tidak sangat spesifik untuk isu tertentu.

S yukur kepada Allah karena buku ini akhirnya dapat dipublikasikan.

Momentum isu legislasi sebenarnya mengemuka pada akhir 2019 ketika
rangkaian aksi protes dilakukan terhadap berbagai rancangan undang-un-
dang. Sebut saja RKUHP dan RUU Pertanahan. Ini semakin menguatkan
hipotesis bahwa sistem legislasi kita memang perlu dibenahi.

Kami sebenarnya berharap buku ini dapat terbit di bulan April 2020. Na-
mun pandemi COVID-19 membuat upaya kami menerbitkan buku ini
dengan distribusi ke toko buku menemui hambatan. Oleh karena itu buku
ini hadir dalam wujud buku elektronik (e-book) yang harapannya justru
dapat membuat distribusi buku ini menjadi lebih luas, murah, dan mudah
diakses.

Kami berterima kasih kepada seluruh penulis yang terlibat, baik internal
dan eksternal. Kolega akademisi maupun praktisi hukum yang bersedia
berkontribusi bagi penguatan wacana ini. Semoga yang kita kerjakan saat
ini dapat memberi dampak di kemudian hari.

Surabaya, Juli 2020

Dian Ety Mayasari
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
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Menuju Legislasi Berkualitas :
Pengantar Editor

Nany Suryawati

dengan gelombang demonstrasi yang bertubi-tubi selama beberapa

hari. Uniknya, rentetan demonstrasi tersebut membawa setumpuk isu
dan tuntutan yang seluruhnya berkaitan dengan: rancangan undang-undang.
Rancangan undang-undang yang menjadi masalah mulai dari penolakan
RKUHP, RUU Pertanahan, hingga tuntutan untuk segera mengesahkan RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual.

a khir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ditutup

Gelombang demonstrasi tersebut mengarah pada suatu pertanyaan: seburuk
itukah kualitas legislasi Indonesia? Mengapa RUU yang, katanya, disusun
bertahun-tahun dengan berbagai FGD bersama para ahli kemudian kehilan-
gan legitimasinya di hadapan publik?

Perkembangan legislasi di Indonesia pascareformasi — terutama sejak ter-
bentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) — menunjukkan bahwa tidak sedikit
pasal atau keseluruhan isi undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Fakta
ini menunjukkan bahwa kualitas undang-undang yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden seringkali mengabaikan
aspek konstitusionalitasnya.

Isu kualitas legislasi di Indonesia selama ini selalu dikaitkan dengan perso-
alan kualitas legislator. Padahal kualitas legislasi dapat dilihat dari berbagai

]
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sudut pandang. Jika kita melihat legislasi secara komprehensif, maka leg-
islasi seharusnya dilihat dari perspektif teoretis dan praktis. Aspek teoretis
dalam legislasi seringkali diabaikan, sementara Indonesia juga tidak memi-
liki konstruksi mekanisme dan kelembagaan yang memadai dalam menjaga
kualitas legislasi.

Pada awal periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, wacana
yang dimunculkan adalah pembentukan Badan Regulasi Nasional dan pem-
bentukan Omnibus Law. Perkembangan dan implementasi dua wacana ini
tentu menarik untuk dilihat. Apakah pendekatan struktural kelembagaan
tersebut dapat efektif untuk mengatasi persoalan kualitas legislasi beserta
regulasi-regulasi turunannya.

Proses legislasi sebagai sebuah sistem dengan mekanisme yang panjang ten-
tunya tidak hanya hanya mengandalkan teknokrat-teknokrat di kelembagaan
negara. Partisipasi publik juga perlu dimunculkan dan dijaga kualitasnya.
Polemik RKUHP dan RUU lainnya menjelang berakhirnya pemerintahan
periode 2014-2019 menunjukkan kesan ada yang terlewatkan oleh pemer-
intah dalam aspek partisipasi publik sehingga muncul respon yang begitu
keras dari masyarakat sipil.

Persoalan partisipasi publik tersebut berkaitan dengan metodologi legislasi
yang di dalamnya ada persoalan metode riset serta deliberasi yang belum
tuntas di Indonesia. Indonesia telah memiliki Badan Keahlian DPR RI dan
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Namun persoalan metode riset
legislasi seperti belum menjadi arus utama dalam wacana legislasi. Metode
riset legislasi itulah yang disorot dalam Bab 2. Pedoman riset legislasi den-
gan kapasitas sumber daya yang memadai perlu disiapkan jika ingin meng-
hasilkan legislasi berkualitas.

Di sisi lain, persoalan deliberasi juga perlu dituntaskan. Apa formulasi yang
tepat untuk mendeliberasikan isu-isu penting dalam legislasi? Bagaimana
subjek ditempatkan layaknya sebagai subjek dalam deliberasi legislasi? Bab
3 akan menunjukkan contoh kegagalan deliberasi dalam kelembagaan supra-
nasional seperti WTO sebagai bahan refleksi di tingkat nasional. Minimnya
ruang publik politis ternyata merupakan akar masalah yang pelik dalam per-
soalan deliberasi. Apakah Indonesia juga punya peluang untuk menciptakan
ruang publik politis yang dapat memberi ruang bagi argumentasi terbaik?

.
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Tuntasnya metodologi legislasi — baik soal riset legislasi dan deliberasi —
harapannya mampu meletakkan rasionalitas yang komprehensif dan legitim
bagi legislasi kita. Jadi, ketika suatu rancangan undang-undang disahkan
bukan hanya sudah tuntas dalam aspek rasionalitas yuridis formal. Ketika
suatu rancangan undang-undang disahkan maka diasumsikan proses-proses
sebelumnya telah tuntas mengelaborasi kejelasan dan presisi bahasa untuk
menghindari masalah ambiguitas dan ketidakjelasan, mampu menunjukkan
bahwa setelah disahkan maka akan bermanfaat dalam mencapai tujuan akhir
bernegara yaitu kebaikan bersama (bonum commune), mampu efektif secara
sosial dan efisien secara ekonomi dalam setiap peristiwa hukum konkrit, ser-
ta substansinya adil dan benar.

Pokok Pikiran untuk Legislasi Indonesia

Ketika kita ingin setiap legislasi mengarah pada bonum commune maka isu
yang tidak dapat dilewatkan adalah hak asasi manusia. Bab 4 dan 5 akan
membahas pelanggaran HAM di masa lalu dan pengungkapannya. Mis-rep-
resentasi dan mis-legislasi yang diungkapkan Rian Adhivira Prabowo
menunjukkan dua tingkat kegagalan legislasi dalam menyuarakan hak kor-
ban. Tingkat pertama dengan tidak adanya pemahaman dan niat yang baik.
Tingkat kedua pada tingkat legislasi, ketika mekanisme hukum tidak dapat
memecahkan masalah klaim atas hak bagi para korban. Putu Bravo Timothy
pada Bab 5 juga mengungkapkan masa depan pengungkapan pelanggaran
HAM di masa lalu setelah UU KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Apakah jalur legislasi masih dapat menjadi harapan untuk memecahkan ke-
buntuan dalam pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu?

Persoalan lain di Bab 6 juga dikemukakan Fachrizal Affandi yang mengulas
perkembangan pengaturan pidana militer di Indonesia. Legislasi tentang pi-
dana militer di Indonesia — yang secara normatif ditentukan oleh kalangan
sipil — ternyata sangat dipengaruhi oleh relasi politik antara sipil dan militer.
Persoalan di hulu, yaitu legislasi, kemudian berpengaruh padapada lemahn-
ya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum pidana umum
yang dilakukan oleh anggota militer.

Persoalan hak juga mengemuka ketika membicarakan pengakuan terhadap
hak masyarakat adat di Bab 7, penyandang disabilitas di Bab 8, serta isu air
limbah domestik di Bab 9. Ketiga tulisan tersebut akan menunjukkan bahwa
bonum commune sebagai tujuan dari legislasi ternyata merentang sangat luas
dari soal pengakuan masyarakat adat Wehea, hak disabilitas yang sering kita
lupakan, hingga limbah domestik yang sehari-hari kita buang dari rumah

y
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kita. Ini menunjukkan bahwa jika Indonesia ingin menjadi negara hukum
yang substantif, maka isu legislasi dari hulu ke hilir harus mulai menjadi
perhatian serius. Keseriusan ini bahkan sebenarnya sudah dimulai sejak pu-
luhan tahun lalu sebagaimana dibahas dalam Bab 10.

Pembahasan dalam buku ini seharusnya menjadi wacana pemantik. Sub-
stansinya tidak diharapkan sebagai peletak landasan teoretis yang kokoh
— sebuah ekspektasi yang tinggi — tetapi menjadi alternatif pemikiran bagi
bidang legislasi yang tampaknya dalam 5 tahun ke depan akan mengalami
perkembangan. Harapannya perkembangan legislasi nanti bukan hanya ber-
orientasi pada kemudahan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, se-
bagaimana dipaparkan dalam buku ini, juga memperhatikan persoalan hak-
hak individu yang seharusnya memang dijamin, dilindungi, dipenuhi, dan
dimajukan oleh negara. Untuk konteks tersebut, legislasi menjadi instrumen
mengkomunikasikan nilai-nilai moral publik yang tampaknya akan makin
tergerus dengan pendekatan pragmatis akibat matinya ideologi.
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Dinamika Wacana Evaluasi Legislasi :
dari 1945 hingga Akhir Orde Baru

Nany Suryawati

Pendahuluan

dang-undang pada babak perjalanan konstitusi di Indonesia. Babak

awal dimulai dari BPUPKI yang merumuskan konsep konstitusi per-
tama. Selanjutnya akan sedikit dibahas tentang Konstitusi RIS dan UUDS
1950 dan keterkaitan substansinya dengan gagasan pengujian rancangan
undang-undang. Babak perdebatan di Konstituante hasil Pemilu 1950 juga
tidak akan dilewatkan walaupun pada akhirnya Konstituante dibubarkan dan
tidak menghasilkan keputusan penting bagi sejarah konstitusi. Bagian lain
dalam artikel ini juga membahas dinamika amandemen UUD dan ada tidak-
nya ruang bagi konsep pengujian rancangan undang-undang dalam dinamika
tersebut.

a rtikel ini akan membahas dinamika pemikiran evaluasi rancangan un-

Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa diskursus konstitusion-
alisme dalam babak perjalanan konstitusi Indonesia lebih menitikberatkan
pada pematangan konsep pengujian undang-undang. Namun diskursus terse-
but tidak dapat terealisasi dalam kerangka konstitusi sampai dengan bera-
khirnya Orde Baru. Pematangan konsep pengujian undang-undang terse-
but kemudian baru terlembaga dalam bentuk Mahkamah Konstitusi ketika
dilakukan amandemen UUD 1945 pasca-Orde Baru. Terlembaganya Mah-
kamah Konstitusi tersebut menunjukkan kesadaran perlunya perlindungan
hak konstitusional warga melalui mekanisme judicial review. Namun ga-

195 —|
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gasan pengujian rancangan undang-undang belum menjadi sebuah diskursus
teoretis dalam ruang-ruang legislasi, melainkan baru menjadi wacana yang
terbatas dalam ruang-ruang akademis.

Pemikiran Pengujian Undang-Undang dalam
BPUPKI dan Konstituante

Penelusuran terhadap diskursus pengujian (rancangan) undang-undang harus
dimulai dari BPUPKI karena pembahasan konsep ketatanegaraan Indonesia
baru dimulai secara serius dalam forum tersebut. Jika menelusuri perdebatan
di BPUPKI, maka tidak ditemukan adanya pemikiran untuk menguji rancan-
gan undang-undang (ex ante). Namun konsep awal pengujian undang-un-
dang (post facto) sudah dapat ditemukan pada masa ini. Walaupun konsep
pengujian undang-undang yang ditawarkan oleh Muhammad Yamin selama
pembahasan di BPUPK tidak dielaborasi lebih lanjut, tetapi adanya diskur-
sus tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk membentuk negara den-
gan jaminan perlindungan hak konstitusional.

Awal dinamika dalam BPUPKI dapat dimulai dari masa istirahat sidang (re-
ses) sebelum memasuki masa sidang tahap II tanggal 1017 Juli 1945. Se-
bagian anggota BPUPK telah menyampaikan usulan mengenai Rancangan
Undang-Undang Dasar Sementara dalam rapat besar. Usulan itu sebagai ini-
siatif anggota BPUPK yang tidak didasarkan pada rekomendasi atau mandat
resmi sidang.

Pada rapat BPUPKI/PPKI dengan agenda pembahasan Rancangan Un-
dang-Undang Dasar, Muhammad Yamin, pernah melontarkan usulan agar
dibentuk sebuah Balai Agung atau Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi
itu, menurut Muhammad Yamin, adalah suara Balai Agung yang di dalam-
nya ada Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam dan/atau Mahkamah Sipil
dan Kriminal. Mahkamabh itulah yang setinggi-tingginya, sehingga dalam
membanding Undang-Undang Balai Agung inilah yang akan memutuskan
apakah sejalan dengan hukum adat, syariah, dan Undang-Undang Dasar.

Yamin dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Ke-

merdekaan, tanggal 15 Juli 1945, menyampaikan usul mekanisme pemband-
ingan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menurut Yamin, pe-

|r 196
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merintah yang berdasarkan kedaulatan rakyat lazimnya memiliki pembagian
kekuasaan dan pemerintah pusat dibagi dengan sempurna di antara enam
badan kekuasaan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian, Mahka-
mah Tinggi, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.?*?

Pokok Pikiran untuk Legislasi Indonesia

Mahkamah Tinggi, menurut Yamin, memiliki wewenang dalam bidang
kehakiman dan berwenang membandingkan undang-undang dengan hu-
kum adat dan hukum Islam (syariah) serta dengan Undang-Undang Dasar.
Mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
menurut Yamin, dilakukan oleh Mahkamah Tinggi yang kemudian menyam-
paikan kepada Presiden. Selanjutnya Presiden menyampaikan hasil penguji-
an undang-undang tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang ditinda-
klanjuti dengan pembatalan (pencabutan) undang-undang tersebut:**

Balai Agung djanganlah sadja melaksanakan bagian kehakiman tetapi djuga
hendaklah mendjadi badan yang membanding, apakah undang-undang jang
dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak melanggar undang-undang
dasar republic atau bertentangan dengan dengan hukum adat jang diakui,
ataukah tidak bertentangan dengan sjariah agama Islam. Djadi, dalam Mah-
kamah Tinggi itu, hendaknya dibentuk badan sipil dan kriminil, tetapi djuga
Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam Tinggi jang pekerdjaannya tidak sad-
ja mendjalankan kehakiman tetapi djuga membanding dan memberi laporan
tentang pendapatnja kepada Presiden Republik tentang segala hal jang me-
langgar hukum dasar, hukum adat, dan aturan sjariah...Saja harap tuan Ket-
ua jang terhormat, supaya pembitjaraan ini dapat diterima, walaupun pend-
jelasan itu, berhubung dengan waktu atau aturan rapat kiranja saja djelaskan
setjara amat singkat sadja.

Pandangan Yamin tersebut ternyata kemudian ditolak oleh Soepomo. Soepo-
mo mengemukakan tiga argumentasi yang menjadi landasan penolakan ter-
hadap konsep yang diajukan Yamin. Pertama, konsep pengujian undang-un-
dang harus ditolak karena terkait dengan demokrasi liberal dan doktrin zrias
politica sehingga bertentangan dengan konsep Undang-Undang Dasar yang
sedang disusun. Kedua, saat itu tidak ada kesamaan pandangan antara para
ahli tata negara mengenai wewenang kekuasaan kehakiman dalam menguji

293 Muhamad Yamin. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Jajasan Prapantja,

1959), him. 234.
294 Ibid, him. 336.
197 —|



|\ Menuju Legislasi Berkualitas

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketiga, para ahli hukum
yang dimiliki Indonesia saat itu tidak memiliki kompetensi yang memadai
dalam pengujian undang-undang.?®

Selain itu, Soepomo juga meragukan ketersediaan ahli hukum yang dimi-
liki Indonesia untuk dapat melaksanakan wewenang uji materiil tersebut.
Soepomo mengkhawatirkan efektivitas wewenang tersebut jika diatur dalam
UuUD:»*

Kecuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan menga-
takan bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mem-
punyai pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus mengingat
juga bahwa di Austria, Chekoslowakia dan Jerman waktu Weimar,
bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan special, constitu-
tioneelhof — sesuatu pengadilan spesifik — yang melulu mengerjakan
konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu
banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli ten-
tang hal itu. Jadi, buat negara yang muda saya kira belum waktunya
mengerjakan persoalan itu.

Penolakan Soepomo terhadap konsep pengujian undang-undang yang
dikemukakan Yamin adalah konsekuensi logis dari dasar pemikiran Soepo-
mo dalam membentuk struktur ketatanegaraan Indonesia. Menurut Gillespie,
pemikiran Soepomo dipengaruhi oleh konsep fasisme Jerman dan Jepang:**’

He argued that there was no need to guarantee “Grund-und Freibeit-
srechte [basic rights] of individuals against the state, for the individ-
uals are nothing else than organic parts of the state, having specific
positions and duties to realise the grandeur of the state. He reimag-
ined the legal system based on a traditional village community—a
theory of state and law that became known as integralism. According
to integralism, the state could never be at odds with the individuals
comprising it because the state was integrated with the people. There

295 Benny K. Harman. Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian
UU terhadap UUD (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 152-154.

2% Harun Alrasid, “Hak Menguji dalam Teori dan Praktek”, Jurnal Konstitusi 1 No.1, (2004): 94.

27 John Gillespie, “Public Discourse and Constitutional Change: A Comparison of Vietnam and
Indonesia,” Asian Journal of Comparative Law 11 (2016): 212.
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was no need for a private legal sphere independent from the state,
because the state constituted all the people.

Konsep negara integralistik Soepomo menempatkan negara sebagai enti-
tas yang seharusnya berada di atas individu-individu di dalamnya. Konsep
integralisme tersebut, menurut Soepomo, merupakan ide yang sudah eksis
di masyarakat selama ratusan tahun, khususnya pada masyarakat pedesaan
yang merupakan natur masyarakat Indonesia. Soepomo menempatkan peran
penting pemimpin negara yang kharismatik karena negara diibaratkan se-
bagai keluarga dengan ayah sebagai pemimpinnya.>®

Konsep Soepomo tersebut, menurut Nasution, mengandung serangkaian
generalisasi yang fatal:**

Soepomo s argument was based, however, on a series of fatal gen-
eralisations. He had, for example, conflated the diverse character
of the Indonesian population with the character of the Javanese
ethnic group, of which he himself was a member....Soepomo's In-
tegralistic State theory contained even bigger problems, however.
1t suggested, for example, that state and society are identical, and
the state cannot be seen aside from society and society cannot be
seen aside from the state. The state, for him, was thus no more
than a society that is organised, its order preserved. Therefore,
the state is truly totalitarian because it encompasses all areas of
social life, without exception.

Daniel S. Lev, dalam ceramah kuliah di Universitas Leiden pada September
1992 yang dikutip Bedner, mengkritik pandangan Soepomo sebagai upa-
ya untuk melindungi dirinya sendiri dalam kedudukannya sebagai aparat
pemerintah kolonial (pamong praja) yang merupakan para elit Indonesia.
Menurut Bedner, penolakan Soepomo sebenarnya berimplikasi serius pada
masih diwarisinya sistem hukum represif dari era kolonial Belanda yang
kemudian dinyatakan masih berlaku berdasarkan Aturan Peralihan 11 UUD
1945. Tanpa adanya hak uji materiil, maka tidak ada peluang bagi warga

2% Manunggal K. Wardaya dan Awaludin Marwan, “Penerapan Ide Kesejahteraan Soepomo” dalam
Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat,
dan Konstitusionalisme, Pustokum (Ed) (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 187.

299 Adnan Buyung Nasution, “Toward Constitutional Democracy in Indonesia”,
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negara untuk menguji konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang
represif. Salah satunya, misalnya, adalah ketentuan haatzaai artikelen dalam
KUHP.*® Terlepas dari kritik Lev, nantinya implikasi serius dari ketiadaan
hak uji materiil undang-undang dalma UUD 1945 akan membuka celah bagi
pemerintahan otoriter dalam membentuk undang-undang represif.

Menurut Benny K. Harman, perdebatan antara Yamin dan Soepomo menge-
nai perlu tidaknya wewenang Mahkamah Agung dalam menguji undang-un-
dang terhadap Undang-Undang Dasar berakhir inkonklusif. Selain karena
tidak ada tanggapan dari peserta lain dan Yamin, keputusan atas perbedaan
pendapat tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mekanisme pengambilan
suara terbanyak dan berakhir dengan penolakan terhadap konsep yang diaju-
kan Yamin.’*! UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
PPKI pada akhirnya tidak mengakomodir wewenang uji materiil pengujian
undang-undang.

Setelah UUD 1945, Pemerintah kemudian mengundangkan UU No. 7 Tahun
1947 tentang Susunan, dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan
Agung. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan UU No. 19 Tahun
1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejak-
saan. Namun kedua undang-undang tersebut tidak memberikan wewenang
kepada Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil undang-undang.
Namun pengaturan yang menarik dari UU No. 19 Tahun 1948 adalah kekua-
saan Mahkamah Agung untuk mengadili sengketa kewenangan mengadili
pada pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya. Jika dibandingkan
dengan Mahkamah Konstitusi yang eksis saat ini, maka wewenang tersebut
serupa dengan wewenang mengadili sengketa kewenangan lembaga nega-
ra tetapi dalam versi yang terbatas pada kekuasaan kehakiman. Wewenang
yang diatur dalam Pasal 58 tersebut mengatur sebagai berikut:

Mahkamah Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakh-
ir memutus semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili:

ke-1 Antara semua badan kehakiman yang tempat kedudukannya ti-
dak sedaerah hukum sesuatu Pengadilan Tinggi.

ke-2 Antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi.

300" Adriaan Bedner. Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia: sebuah studi sosio-legal, terj. Ad-
ministrative Courts in Indonesia: a socio-legal study (Jakarta: HuMa; Van Vollenhoven Insti-
tute; KITLV-Jakarta, 2010), hlm. 22.

301 Benny K. Harman, Op.cit, him. 154.
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ke-3 Antara Pengadilan Tinggi dan sesuatu badan Kehakiman dalam
daerah hukumnya.

Ketika Konstitusi RIS berlaku pada tahun 1949, kedudukan undang-undang
federal juga bersifat mutlak dan tidak dapat diuji. Konstitusi RIS menegas-
kan sifat mutlak undang-undang federal dalam Pasal 130 ayat (2) Konstitusi
RIS. Walaupun Pasal 132 ayat (1) membuka kemungkinan bagi Senat untuk
menolak usulan undang-undang federal yang sudah diterima oleh DPR, teta-
pi usulan tersebut tetap dapat disahkan oleh Pemerintah jika DPR meneri-
ma usulan tersebut dengan tidak mengubahnya berdasarkan persetujuan dua
pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam persidangan. Selain itu,
Pasal 156 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS juga membuka peluang bagi Mah-
kamah Agung untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang negara
bagian dalam kasus-kasus konkrit yang diperiksanya. Pasal 156 ayat (1) dan
(2) menyatakan sebagai berikut:3*

1. Djika Mahkamah Agung atau pengadilan® lain jang mengadili dalam
perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, beranggapan
bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang?
suatu daerah-bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam
keputusan kehakiman itu djuga, ketentuan ini dinjatakan dengan te-
gas tak menurut Konstitusi.

2. Mahkamah Agung berkuasa djuga menjatakan dengan tegas bah-
wa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau dalam un-
dang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, djika ada surat
permohonan jang beralasan jang dimadjukan, untuk Pemerintah Re-
publik Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Djaksa Agung pada
Mahkamah Agung, ataupun, untuk suatu pemerintah daerah-bagian
jang lain, oleh Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian
jang dimaksud kemudian.

Hak uji materiil terhadap undang-undang negara bagian kemudian diperinci
dalam UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Penga-
dilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1950 mengatur

302 Wewenang Mahkamah Agung tersebut menggabungkan konsep concrete review dalam model
Amerika dan konsep abstract review dalam model Eropa secara terbatas. Lihat perbedaan model
Amerika dan model Eropa dalam Lee Epstein, Jack Knight, & Olga Shvetsova, “The Role of
Constitutional Courts in the Establishment of Democratic Systems of Government”, Law &
Society Review 35 No. 1 (2001): 117-164.
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lebih lanjut mekanisme surat permohonan Pemerintah Republik Indonesia
Serikat, oleh atau atas nama Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Pada
kenyataannya, wewenang ini tidak pernah digunakan sampai dengan bera-
khirnya Republik Indonesia Serikat.

Sifat mutlak dari undang-undang kemudian juga tetap dianut ketika terjadi
perubahan dari negara federal menjadi negara kesatuan dengan didasarkan
pada UUDS 1950. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UUDS 1950 menegaskan:

1. Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh Dewan Per-
wakilan Rakjat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah
disahkan oleh Pemerintah.

2. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat.

Sifat mutlak undang-undang dalam UUDS 1950 mendapat kritik dari anggo-
ta Konstituante dalam pembahasan UUD baru. Soeripto dari Partai Nasional
Indonesia (PNI) dalam sidang pleno Konstituante tahun 1957 mengusulkan
adanya pasal dalam UUD baru yang menyatakan bahwa undang-undang
yang tidak bertentangan dengan UUD tidak dapat diganggu-gugat. Herma-
nu Kartodiredjo dari Partai Komunis Indonesia (PKI) secara lebih spesifik
memberikan opsi kelembagaan yang berwenang dalam melakukan uji mate-
riil, yaitu uji materiil yang dilakukan parlemen sendiri, Mahkamah Agung,
atau pengadilan konstitusi yang baru. Gagasan untuk memasukkan hak uji
materiil ke dalam UUD baru juga disampaikan oleh anggota Konstituante
dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Republik Proklamasi, dan
Baperki.’®

Diskursus tentang hak uji materiil tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan
yuridis formal, yaitu Keputusan Konstituante Republik Indonesia Nomor
41/K/1958 tentang Perumusan Asas-asas Dasar. Keputusan Konstituante ini
berisi pokok-pokok materi yang disepakati oleh Konstituante untuk dican-
tumkan dalam UUD baru. Secara implisit, arah menuju adanya hak uji ma-
teriil terdapat dalam Pokok Materi Nomor 4 yang menyatakan bahwa segala
peraturan yang diselenggarakan oleh alat-alat kekuasaan negara harus sesuai
dengan prinsip-prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar. Wa-
laupun pada akhirnya keputusan-keputusan yang progresif dari Konstituante

303 Adnan Buyung Nasution. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional: studi kasus sosio-legal atas
Konstituante 1956-1959 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 237.
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tersebut kemudian dimentahkan dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dekrit tersebut membubarkan Konstituante dan menyatakan berlakunya
kembali UUD 1945. UUD 1945 kemudian berlaku hingga Indonesia masuk
pada pemerintahan Orde Baru.
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Era Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan berlakunya kembali UUD
1945 menutup peluang untuk memberikan hak uji materiil terhadap un-
dang-undang. Soekarno (yang nantinya dilanjutkan pula oleh Soeharto) ti-
dak memberikan kesempatan bagi kekuasaan kehakiman agar menjadi leb-
ih independen. Soekarno bahkan cenderung mensubordinatkan kekuasaan
kehakiman dan mendiskreditkannya sebagai lembaga yang memperlambat
laju revolusi Indonesia karena pola pikir yang ragu-ragu, reaksioner, nor-
matif, dan juga karena masih digunakannya undang-undang kolonial oleh
para hakim.** Kritik Soekarno tentang masih digunakannya undang-undang
kolonial sebenarnya tidak perlu terjadi jika kekuasaan kehakiman sejak awal
memiliki hak uji materiil undang-undang. Keberlakuan undang-undang ko-
lonial sebenarnya juga merupakan konsekuensi logis dari Aturan Peralihan
I UUD 1945 yang menyatakan masih berlakunya undang-undang kolonial
sepanjang undang-undang penggantinya belum dibentuk.

Ketika Demokrasi Terpimpin kemudian diganti dengan era Orde Baru, ga-
gasan uji materiil sebenarnya sempat mengemuka khususnya ketika salah
satu landasan Laporan MPRS 1967 tentang tatanan konstitusional Orde Baru
adalah pemberian hak uji materiil terhadap Mahkamah Agung. Ide tersebut
kemudian mendapat keberatan dari Pemerintah. Keberatan dari Pemerintah
disampaikan dalam Lampiran III: Tanggapan terhadap hasil karya Panitia ad
hoc I MPRS Nomor SU 31-67.3%

304 Simon Butt, The Constitutional Court and Democracy in Indonesia (Leiden; Boston: Brill Ni-
jhoff, 2015), hlm. 22. Kritik Soekarno merupakan cerminan dari terbelahnya paradigma elit
Indonesia ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok administrator yang
diwakili oleh elit partai berbasis kader (misalnya PSI) yang ingin memperkuat kekuasaan ke-
hakiman menjadi lebih independen dan kelompok solidarity makers yang tidak mementingkan
kecakapan administratif dalam pemerintahan. Lihat Herbert Feith, The Decline of Constitutional
Democracy in Indonesia (Jakarta: EquinoxPub, 2007), hlm. 113-122.
Sebastian Pompee, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung terj. The Indonesian Supreme Court,
a study of institutional collapse (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi
Peradilan, 2012), hlm. 137.
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Walaupun Pemerintah Orde Baru keberatan dengan gagasan uji materiil,
tetapi Hakim Asikin Kusumah Atmadja ketika memutus perkara di Penga-
dilan Tinggi Jakarta Nomor 25/1967 tanggal 15 Maret 1967 justru melaku-
kan uji materiil. Hakim Asikin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan
bahwa hakim mempunyai kewajiban memberi putusan mengikat atas per-
tanyaan apakah suatu undang-undang bertentangan atau sejalan dengan hu-
kum yang berlaku. Oleh karena itu harus ditentukan apakah undang-undang
terkait dalam perkara tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.**
Hakim Asikin juga menegaskan kembali pentingnya hak uji konstitusional
dengan argumentasi bahwa pembangunan hukum harus dilakukan lewat pu-
tusan-putusan pengadilan. Hakim harus memiliki wewenang tersebut agar
dapat menghapus ketentuan peraturan perundang-undangan (khususnya un-
dang-undang) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta
memberlakuan peraturan perundang-undangan baru.*"’

Selain itu beberapa Yurisprudensi juga membatalkan undang-undang wari-
san kolonial yang berbasiskan rasial (Putusan Mahkamah Agung No. 105K/
Sip/1968) dan juga menafsirkan penyeragaman hukum acara dalam per-
ceraian bagi mereka yang tunduk BW (Putusan Mahkamah Agung No. 99K/
Sip/1971). Putusan Mahkamah Agung No. 105K/Sip/1968 dalam pertim-
bangan hukumnya memberikan tafsir tentang masih berlakunya UU Mah-
kamah Agung (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 30) yang sebenarnya telah
dicabut oleh UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70
dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai ber-
laku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indo-
nesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari
Undang? tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekua-
saan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal
49 ajat (4) dari Undang?2 itu mengatur atjara kasasi lebih lanjut be-
lum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari
Undang? tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang
dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung In-
donesia dalam keseluruhannya, melainkan chusus mengenai kedudu-
kan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung....

306 Ibid.
307 Ibid, him. 153.
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Hasrat hakim, khususnya di Mahkamah Agung, untuk melakukan uji ma-
teriil merupakan akumulasi pandangan dominan para hakim dari era sebel-
umnya (pemerintahan Presiden Soekarno). Situasi politik yang tidak stabil
dan belum terbentuknya sistem hukum yang mapan pada saat itu mendorong
hakim memosisikan dirinya sebagai pencipta hukum. Hakim beranggapan
peraturan perundang-undangan yang lama tidak lagi harus diterapkan dan
hakim tidak ragu-ragu untuk menciptakan aturan yang baru melalui putusan
pengadilan.’®® Latar belakang gerakan kemerdekaan Indonesia yang diarti-
kulasikan dalam terminologi liberty, equality, and self determination tam-
paknya juga memiliki pengaruh signifikan. Ide-ide yang berasal dari negara
Barat tersebut kemudian ditransformasikan pada pemikiran hakim-hakim
Indonesia pasca-kemerdekaan,’®” termasuk pemikiran ketatanegaraan Barat
yang memiliki idealisme perlindungan terhadap hak konstitusional warga
negara.

Diskursus di awal Orde Baru ini, yang didorong oleh para hakim dengan
pengaruh konsep dari luar, menunjukkan upaya kekuasaan kehakiman untuk
memiliki kelembagaan yang setara dengan negara-negara lain, khususnya
Barat. Jika melihat konteks diskursus tersebut, yaitu berakhirnya pemerin-
tahan Demokrasi Terpimpin dan dimulainya Orde Baru dengan sokongan
militer, maka diskursus tersebut merupakan penawaran konsep yang berani
dari para hakim. Hakim di lingkungan Mahkamah Agung tampaknya me-
lihat peluang untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang independen
dalam kerangka checks and balances yang menjadi arus utama pemikiran
ketatanegaraan. Jika arus utama pemikiran ketatanegaraan saat itu meng-
gulirkan gagasan pengujian rancangan undang-undang, bisa saja pemikiran
tersebut turut digulirkan oleh para hakim Mahkamah Agung.

Pemerintahan Orde Baru kemudian mencoba mengakomodir setengah hati
hasrat progresif dari para hakim. Sebelum Pemilu 1971 (pemilu pertama
Orde Baru), Pemerintah mengundangkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Kekuasaan Kehakiman sekaligus mencabut UU No. 19 Tahun 1964 tentang

398 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2013), hlm.
29.

39 Daniel S. Lev, “The Lady and the Banyan Tree: Civil Law Change in Indonesia”, dalam An
Introduction to the Study of Comparative Law, Indian Law Institute (Bombay: Tripathi, 1971),

him. 105.
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Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.?!® Undang-undang baru
tersebut, dalam Pasal 26 ayat (1), mengatur wewenang Mahkamah Agung
untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang
lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peratur-
an perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tidak sahnya peraturan
perundang-undangan tersebut dapat diambil saat pemeriksaan dalam tingkat
kasasi. Artinya, undang-undang ini mencoba mengadopsi model Amerika
dalam judicial review tetapi dengan memberikan batasan hanya untuk pera-
turan perundang-undangan di bawah undang-undang. Selain itu, uji materiil
baru dapat dilakukan ketika pemeriksaan kasus konkrit sudah sampai pada
tingkat kasasi.

Batasan terhadap judicial review tersebut ditegaskan dalam bagian Penjela-
san Pasal 26. Walaupun sebenarnya Pasal 26 sudah jelas merumuskan nor-
ma pembatasan wewenang uji materiil Mahkamah Agung, tetapi Penjelasan
Pasal 26 seperti ingin memutus diskursus constitutional review:

....Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hak menguji Un-
dang-undang dan peraturan pelaksanaan Undang-undang terhadap
Undang-undang Dasar sebagai fungsi pokok tidak terdapat pada
Mahkamah Agung.

Oleh karena Undang-undang Dasar 1945 tidak mengaturnya, maka
tidak dengan sendirinya hak menguji Undang-undang terhadap Un-
dang-undang Dasar oleh Mahkamah Agung dapat diletakkan dalam
Undang-undang ini. Hak menguji tersebut apabila hendak diberikan
kepada Mahkamah Agung seharusnya merupakan ketentuan Konsti-
tutionil. Demikian pula, MPR (S) hingga sekarang tidak menetapkan
hak menguji oleh Mahkamah Agung.

Tidak disebut hak menguji ini dalam Undang-undang Dasar 1945 dan
dalam Ketetapan MPR (S) yang dapat mengaturnya sebagai suatu per-
wujudan dari hubungan hukum antara alat perlengkapan Negara yang
ada dalam Negara, berarti bahwa Undang-undang ini (Undang-un-
dang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)
tidak dapat memberikan kepada Mahkamah Agung kewenangan hak

310" Moh. Mahfud MD, “The Role of the Constitutional Court in the Development of Democracy
in Indonesia”, dipresentasikan di the World Conference on Constitutional Justice. Cape Town,
January 23 — 24, 2009.
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menguji, apalagi secara materiil Undang-undang terhadap Un-
dang-undang Dasar. Hanya Undang-undang Dasar ataupun Ketetapan
MPR (S) dapat memberikan ketentuan.

Walaupun UU No. 14 Tahun 1970 telah diundangkan, tetapi pemberian we-
wenang kepada Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil masih terus
diwacanakan pada periode 1970-an. Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)
didukung Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) memperjuangkan Mahkamah
Agung berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Namun wacana
tersebut tidak diperhatikan oleh Pemerintah. Usulan tersebut malah dipan-
dang sebagai ide subversif.*!!

Seiring dengan menguatnya Orde Baru, wacana judicial review undang-un-
dang lebih banyak dimunculkan melalui makalah dan buku tetapi tidak sam-
pai pada tataran tuntutan yang pernah tegas disuarakan oleh Ikahi. Hadjon
dalam salah satu buku yang diterbitkan pada tahun 1987 membahas hak uji
materiil secara terbatas. Hadjon mengkritik secara halus mekanisme da-
lam UU No. 14 Tahun 1970 yang membatasi uji materiil peraturan perun-
dang-undangan di bawah undang-undang melalui pemeriksaan kasus konk-
rit hingga tingkat kasasi. Namun Hadjon menambahkan bahwa tidak ada
ketentuan UUD 1945 yang melarang Mahkamah Agung untuk melakukan
fungsi sebagai peradilan konstitusi sehingga wewenang judicial review un-
dang-undang bisa saja diatur dengan peraturan perundang-undangan.’'?

Dinamika wacana uji materiil (rancangan) undang-undang sejak ke-
merdekaan hingga berakhirnya Orde baru menunjukkan bahwa berhasil
tidaknya wacana tersebut diterima bergantung pada kekuatan argumentasi
— yang umumnya dibangun dengan landasan pemikiran demokrasi Barat
ketika menghadapi pandangan yang ingin membangun hukum di Indonesia
berdasarkan otentisitas Demokrasi Pancasila. Pada akhirnya wacana tersebut
tidak dapat dikonkritkan dan terlembaga hingga berakhirnya Orde Baru.

311 Tsmail Hanani (Editor), Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga, Mahkamah Kon-
stitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM (Jakarta: Pustaka
Masyarakat Setara, 2013), hlm. 94.

312 Philipus M. Hadjon, Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara menurut Un-
dang-Undang Dasar 1945 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 62-63.
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Pemikiran Evaluasi Undang-Undang dalam Proses
Amandemen UUD

Berakhirnya Orde Baru diikuti oleh semangat untuk mengubah tatanan keta-
tanegaraan yang otoriter. Sasaran reformasi pada saat itu adalah sumber le-
gitimasi otoritarianisme: UUD 1945. UUD 1945 dianggap sebagai konstitusi
“gado-gado” dan tidak jelas mengatur batas kekuasaan antara setiap cabang
kekuasaan. Pada satu sisi, konstitusi ini terlihat seperti berciri presidensial
tetapi di sisi lain juga berciri parlementer.’'® Ketika diimplementasikan, kon-
stitusi ini juga dapat melanggengkan kekuasaan di tangan satu orang selama
tiga dekade. Semakin jelas bahwa amandemen UUD 1945, ketika periode
awal reformasi, dianggap sebagai jalan pembuka menuju demokratisasi In-
donesia.

Amandemen UUD 1945 dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) hasil dari pemilihan umum tahun 1999. Setelah terbentuknya
MPR, Rapat Badan Pekerja MPR (BP MPR) pada 6 Oktober 1999 kemudi-
an memutuskan pembentukan Panitia Ad Hoc 111 (PAH III) untuk memba-
has amandemen UUD 1945. Proses amandemen UUD 1945 tidak dilaku-
kan sistematis. Amandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap dengan
prioritas pada persoalan-persoalan yang dipandang mendesak dan mudah
diselesaikan.’'* Model proses amandemen ini diambil semata-mata untuk
mempermudah mekanisme pengambilan keputusan karena PAH III dituntut
untuk dapat bergerak cepat dalam melakukan amandemen.

Tidak sistematisnya proses amandemen tersebut dapat dilihat dari hasil
amandemen pertama yang disahkan pada Sidang Umum MPR 1999 yang
berlangsung pada 14-21 Oktober 1999. Amandemen pertama difokuskan
pada tiga pokok materi, yaitu kekuasaan pemerintahan negara, kementerian
negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen pertama tidak diarah-
kan pada perubahan fundamental negara, yaitu pernyataan prinsip negara
hukum secara jelas dalam konstitusi tetapi difokuskan pada pembatasan

313" Donald L. Horowitz, Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia, terj. Constitutional
Change and Democracy in Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), him. 61.

314 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (Ed-
isi Revisi) (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm.
155.
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kekuasaan Presiden — khususnya penegasan masa jabatan presiden — dan
penguatan DPR.

Pokok Pikiran untuk Legislasi Indonesia

Secara prinsipil, urgensi pengujian (rancangan) undang-undang tidak lepas
dari konsep negara hukum dalam konstitusi. Konsep negara hukum dalam
UUD 1945 sebelum amandemen tidak pernah disebutkan secara eksplisit
dalam batang tubuh. Terminologi negara hukum hanya disebutkan dalam
bagian Penjelasan UUD 1945, khususnya dalam penjelasan tentang sistem
pemerintahan negara.

Penjelasan sistem pemerintahan negara dalam UUD 1945 sebelum amande-
men menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum
(rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Pemer-
intahan dengan demikian berdasarkan pada sistem konstitusi (hukum dasar)
dan tidak didasarkan pada absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas.
Walaupun sebenarnya pada periode amandemen pertama sempat dilakukan
pembahasan mengenai prinsip fundamental negara, yaitu negara hukum.

Konsep negara hukum menjadi konsep fundamental bagi pengujian rancan-
gan undang-undang karena negara hukum menjadi “payung” bagi perlind-
ungan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional bagi warga negara.
Jika suatu negara berkomitmen melindungi hak asasi manusia, maka negara
tersebut seharusnya berkomitmen pula untuk mencegah adanya undang-un-
dang yang dapat melanggar hak konstitusional warga negara. Argumentasi
ini dikemukakan oleh Harjono (Fraksi PDI Perjuangan) dalam Rapat PAH
III BP MPR ke-1, 7 Oktober 1999:3!3

Jadi begini. Saya sangat setuju sekali kalau Pasal 1 itu memang
membicarakan tentang kedaulatan dan bentuk. Tapi persoalan negara
hukum, kita lihat saja, sebetulnya kaitan langsung persoalan negara
hukum adalah persoalan hak asasi. Oleh karena itu tempatnya nanti
adalah saya bayangkan sebelum kita bicara tentang hak asasi. Oleh
karena itu jangan di sini. Pada saat kita bicara hak asasi yang penting
adalah persoalan supremacy of law, itu sebetulnya adalah perlindun-
gan manusia. Yang penting antara negara dan warga negara dan

315 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945, Buku Il Sendi-Sendi/Fundamental Negara (Edisi Revisi) (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), him. 400.
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penduduk. Oleh karena itu tempatnya saya bayangkan di sana. Terima
kasih.

Pendapat yang serupa dengan Harjono juga dikemukakan oleh Hamdan Zo-
elva dalam Rapat Lobi PAH I BP MPR, 17 Mei 2000:3'

Kami sebenarnya juga mengusulkan negara Indonesia itu negara
berdasarkan atas hukum. Jadi sebenarnya sinkron dengan apa yang
diusulkan oleh PDIP, bahwa yang kita inginkan memang adalah
rechtsstaat itu. Jadi dicantumkan dalam Bab I ini. Kami sangat setuju
dengan rumusan yang sudah disampaikan oleh PDIP, yaitu poin em-
pat itu negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang men-
junjung tinggi Hak Asasi Manusia. Jadi kami berpikir bahwa rumusan
ini adalah rumusan yang terbaik. Jadi antara negara hukum dan Hak
Asasi Manusia memang tidak boleh pisah Pak. Karena itu esensi neg-
ara hukum harus dibatasi oleh penegakan dan penghormatan terhadap
Hak Asasi Manusia.

Argumentasi Harjono dan Hamdan Zoelva menunjukkan bahwa konsep
negara hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi,
khususnya hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD. Kon-
sep negara hukum dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar
untuk menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan hak asasi
manusia sekaligus menjadi landasan yuridis konstitusional agar tidak ada
Undang-Undang yang menegasikan hak konstitusional yang telah diatur da-
lam Undang-Undang Dasar.

Pernyataan prinsip negara hukum dalam UUD kemudian disahkan sebagai
bagian dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai bagian dari Perubahan Keti-
ga UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara singkat menyatakan bahwa
“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebuah rumusan singkat yang
lahir dari perdebatan yang panjang mengenai rangkaian kata-kata yang tepat
untuk menyatakan negara Indonesia menganut rule of law sebagaimana neg-
ara-negara demokratis lainnya.

Tidak sistematisnya elaborasi prinsip negara hukum ke dalam mekanisme
perlindungan hak konstitusional dapat dilihat pada dimasukkannya Mahka-

316 1pid, hlm. 431.
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mah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam Perubahan
Ketiga UUD 1945 — bersamaan dengan disahkannya rumusan negara hukum
dalam UUD 1945. Rapat pleno PAH I BP MPR 2000 pada awalnya telah
membahas tentang kekuasaan kehakiman dan judicial review tetapi belum
ada usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). Usulan tersebut mun-
cul beberapa bulan berikutnya setelah PAH I BP MPR 2000 berkunjung ke
daerah-daerah, studi banding, dan melakukan rapat dengar pendapat dengan
berbagai pihak.?!”

Sebelum masa Perubahan Ketiga UUD 1945, MPR justru mengesahkan
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) TAP MPR tersebut menga-
tur salah satu wewenang MPR, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD
1945 dan Perubahannya, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Mengapa hak uji undang-undang tersebut dapat diberikan pada MPR?

Jika ditelusuri pada proses Perubahan Kedua UUD 1945, memang
telah disinggung wewenang MPR dalam melakukan pengujian ter-
hadap undang-undang. Dahlan Ranuwihardjo, salah satu pakar yang
diundang dalam Rapat PAH I BP MPR Ke-7 pada 13 Desember 1999
mengemukakan demikian:*'8

Jadi, kembali ke MPR. Jadi, MPR itu ide dasarnya adalah, dia mem-
punyai wewenang, jadi, terhadap tiga badan kekuasaan. Terhadap
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, umpamanya pembicaraan
mengenai judicial review, itu rekan-rekan dari Kadin memandang
Mahkamah Agung itulah yang mempunyai wewenang judicial re-
view. Ini tidak tepat, karena sama-sama merupakan lembaga yang
derajatnya sama yaitu sama-sama lembaga tinggi. Rupanya dia mau
meniru Amerika. tapi Amerika itu lain. Amerika itu memberi kekua-
saan judicial review kepada Mahkamah Agung. Mengapa? Karena
latar belakangnya itu adalah supaya kepentingan-kepentingan dari
kelas menengah itu bisa terjamin terhadap kemungkinan Senate atau
House of Representative itu mengambil keputusan-keputusan yang

317 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi) (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 2010, him. 442.

318 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945, Buku 11l Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1 (Edisi
Revisi) (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 137-

138.
21 —|



|\ Menuju Legislasi Berkualitas

bisa merubuhkan kedudukan kelas menengah di Amerika. Jadi Mah-
kamah Agung Amerika itu merupakan ballware, merupakan benteng
pertahanan dari kelas menengah. Amerika memang negara kelas me-
nengah, didirikan oleh kelas menengah. Jadi, beda dengan Indonesia.
Jadi, sebetulnya yang mempunyai wewenang judicial review itu ya
MPR. Dalam pelaksanaannya bisa dilakukan oleh suatu panitia khu-
sus dari MPR yang meninjau suatu undang-undang, kemudian apa
keputusan dari panitia khusus dari MPR itu, kemudian disahkan oleh
sidang pleno dari MPR.

Namun pandangan Dahlan Ranuwihardjo dipertanyakan dalam Rapat Lobi
yang secara khusus membahas tentang kewenangan MPR diselenggarakan
pada 4 Juli 2000 dipimpin oleh Jakob Tobing. Hobbes Sinaga dari Fraksi
PDI Perjuangan, dalam rapat tersebut, menanggapi gagasan MPR memiliki
hak uji undang-undang:*"

Jadi sebenarnya MPR itu tidak bisa menguji undang-undang. Dia ha-
nya bisa menguji produk yang dibuat oleh dirinya, oleh MPR sendi-
ri. Jadi dia bisa menguji Undang-Undang Dasar, dia bisa menguji
Ketetapan MPR. Tapi tidak ke undang-undang. Jadi, ini problem se-
benarnya, mengapa kita butuhkan satu mahkamah, Mahkmah Kon-
stitusi....Jadi saya kira memang di situ masalahnya. Jadi kalau MPR
juga melakukan hak uji terhadap undang-undang, kalau terhadap
Ketetapan MPR bisa saja. Tapi terhadap undang-undang itu memang
bukan haknya.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Asnawi Latief dari Fraksi PDU.
Asnawi Latief menegaskan wewenang hak uji undang-undang seharusnya
diberikan pada kekuasaan kehakiman yang khusus dibentuk:**°

Ada sebagian mengusulkan, institusi baru itu, hendaknya diangkat
oleh MPR yang mempunyai hak uji, karena hak uji itu Mahkamah
bukan suatu Majelis. Ada semacam mahkamah....Sedangkan MPR
ini mempunyai nafsir, saya kira itu nafsir punya Majelis, wewenan-
gnya MPR, kalau ada hal-hal yang tidak jelas yang menafsirkannya
itu MPR, tapi mengenai hak vji judicial review bukan MPR, itu harus
suatu Mahkamah yang dibentuk khusus untuk itu.

319 Ibid, him. 274.
320 Ibid, him. 275.
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Saat rapat pleno ke-51 PAH I BP MPR 2000, beberapa anggota PAH I men-
gusulkan MK berada dalam lingkungan MPR. Ali Hardi Kiaidemak dari
Fraksi PPP menyampaikan usulan tersebut dengan dipengaruhi paradigma
MPR sebagai lembaga tertinggi negara:*!

Pokok Pikiran untuk Legislasi Indonesia

Agaknya perlu perenungan kembali tentang keberadaan Mahkamah
Konstitusi apakah sebagai lembaga atau fungsi legislative review.
Kalau sebagai lembaga dan berada di Mahkamah Agung menimbul-
kan semacam keanehan, karena Mahkamah Agung sebagai indukn-
ya hanya memiliki kewenangan judicial review terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan Mahka-
mah Konstitusi berwenang melakukan legislative review terhadap un-
dang-undang. Apakah lebih baik kalau Mahkamah Konstitusi itu baik
lembaga ataupun fungsi dipindahkan ke MPR yang mempunyai ke-
wenangan menilai kinerja lembaga tinggi pembuat undang-undang...

Pada Rapat Sinkronisasi PAH I BP MPR, yang berlangsung pada tanggal 13
Juli 2000, beberapa anggota PAH justru menyampaikan usulan yang mengh-
endaki agar kedudukan MK sebagai bagian dari MA. Pataniari Siahaan dari
Fraksi PDI Perjuangan mengajukan pertanyaan penegasan tentang posisi
MK terhadap MA:3?

Pertanyaan saya ‘kan tadi posisinya itu dimana sekalian deklarasi.
Apakah di MPR apakah di Mahkamah Agung, atau di mana? Dalam
beberapa alternatif ini ‘kan sudah juga ada usulan. Pada Mahkamah
Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi itu juga sudah posisinya jelas
ada di mana deklarasinya pun sudah ada. Apakah di luar Mahka-
mah Agung atau di mana ini bisa juga seperti itu. Kalau kami pada
hakekatnya, fraksi kami begitu juga, tidak keberatan kalau misalkan
Mahkamah Konstitusi itu pada Mahkamah Agung.

Hendy Tjaswadi dari Fraksi TNI/Polri, juga mengusulkan MK dibentuk da-
lam lingkungan MA. Namun Hendy Tjaswadi tidak mengelaborasi lebih lan-

321 Sekretariat Jenderal MPR Rl, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Enam (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI,
2008), hlm. 411.

322 Risalah Rapat Sinkronisasi PAH I BP MPR, Kamis: 13 Juli 2000. Acara: Sinkronisasi Kegiatan
PAH I BP MPR RI. dan lain-lain.
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jut argumentasi ditempatkannya MK dalam lingkungan MA.

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dalam lingkungan Mahka-
mah Agung diproyeksikan untuk melaksanakan tugas di antaranya:
menguji secara materil atas undang-undang, sedangkan Mahkamah
Agung yang keberadaanya memayungi Mahkamah Konstitusi tidak
mempunyai kewenangan uji materiil atas undang-undang karena un-
dang-undang adalah hasil bersama antara DPR dan Presiden yang
kedudukannya setingkat dengan Mahkamah Agung secara kelem-
bagaan maka struktur dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi
terhadap Mahkamah Agung terdapat kontradiksi yang akan menye-
babkan kesimpangsiuran dalam sistem ketatanegaraan.’?

Penempatan MK sebagai bagian dari MA sebenarnya sudah dimasukkan
sebagai salah satu alternatif dalam rancangan amandemen UUD 1945.
Rancangan tersebut kemudian dibawa pada Sidang Tahunan MPR RI yang
diselenggarakan pada tanggal 7 - 18 Agustus 2000. Namun pembentukan
MK gagal disepakati pada sidang tahunan MPR 2000 karena belum adanya
kesepakatan dalam PAH I MPR RI 2000 tentang konsepsi MK. Kegaga-
lan MPR membentuk MK, pada akhirnya MPR memberikan kewenangan
kepada dirinya sendiri, untuk menguji UndangUndang terhadap UUD se-
bagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Ketetapan No. I[II/MPR/2000 ten-
tang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan No. III/MPR/2000 kemudian mendapat kritik dari Asnawi Latief
(Fraksi PDU) dalam Rapat BP MPR Ke-1 masa Perubahan Ketiga. Menurut
Asnawi Latief dalam pandangan fraksinya, hak menguji undang-undang
oleh MPR dapat menimbulkan kerancuan.

Kedua, yang perlu kita kritisi adalah Pasal 5 Ayat (2), Ayat (1) Tap
MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Uru-
tan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi, "MPR berwenang
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan
Ketetapan MPR”. Apakah ini tidak menimbulkan kerancuan apabila
hal ini dilakukan oleh MPR? Sedangkan MPR itu lembaga politik bila
dikatakan bukan judicial review tetapi legislative review itupun tidak

323 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi), Op.cit, hlm.484.

|r 214



Pokok Pikiran untuk Legislasi Indonesia J

tepat penggunaannya karena legislative review adalah antara DPR
dengan Presiden.’*

Usulan terkait hak menguji undang-undang kemudian dimunculkan lagi
pada masa Perubahan Ketiga. Usulan tentang perlunya mekanisme pen-
gujian undang-undang pada masa Perubahan Ketiga datang dari kalangan
lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, serta perguruan
tinggi. Bambang Widjojanto dari YLBHI mengemukakan alasan pentingnya
pengujian undang-undang dengan melihat konteks perdebatan tentang RUU
Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB):**

Nah, konstatasi ini menjadi penting karena berdasarkan pengala-
man, banyak produk undang-undang yang lolos di tingkat parlem-
en tetapi tetap dipersoalkan oleh masyarakat. Kita banyak contoh
lah, Undang-Undang Perburuhan. Rancangan Undang-Undang
PKB, ini kita juga diundang oleh Pak Zain Badjeber untuk memba-
has lagi mengenai Rancangan Undang-Undang PKB. Pertanyaan-
nya ini kan sudah diloloskan oleh DPR, kok DPR membahas lagi!
Ini kan tinggal ditolak atau tidak ditolak, ditandatangan atau tidak
oleh Presiden? Itu kan seperti itu, rakyat masih posisinya sebagian
atau kalau boleh saya mengklaim diri saya, rakyat belum setuju.
Nah, ini bagaimana proses seperti ini.

Penjelasan dari Bambang Widjojanto sebenarnya telah menyiratkan kes-
adaran tentang potensi kerugian konstitusional dari sebuah rancangan un-
dang-undang. Fokus argumentasinya adalah produk undang-undang yang
telah disahkan tetapi masih menjadi polemik di masyarakat. Namun sebe-
narnya dari permasalahan tersebut muncul persoalan bahwa polemik RUU
PKB telah disadari sejak proses pembahasan di DPR dan seharusnya diuji
konstitusionalitasnya sejak awal.

324 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945, Buku 11 Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1 (Edisi
Revisi), Op.cit, hlm. 315-316.

325 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi), Op.cit, hlm. 447.
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Penutup

Sampai dengan berakhirnya Orde Baru, cita-cita untuk memberikan hak uji
materiil undang-undang kepada kekuasaan kehakiman tidak pernah tercapai.
Kegagalan tersebut disebabkan pola pikir Orde Baru yang memposisikan
demokrasi Indonesia sebagai demokrasi yang berbeda dengan demokrasi
Barat. Orde Baru menyebut demokrasi yang diterapkan di Indonesia sebagai
Demokrasi Pancasila yang substansinya berbeda dengan demokrasi Barat
yang liberal. Gagasan checks and balances dalam uji materiil undang-un-
dang menjadi identik sebagai gagasan dalam demokrasi liberal. Gagasan
checks and balances tentunya juga sulit diwujudkan ketika UUD 1945 ma-
sih mengakui adanya lembaga tertinggi negara — dalam bentuk Majelis Per-
musyawaratan Rakyat (MPR) — sebagai representasi kedaulatan rakyat. Jika
Indonesia memiliki lembaga tertinggi, maka implikasinya pada tidak diper-
lukannya pemisahan kekuasaan dan saling kontrol karena kontrol tersebut
menjadi niscaya dilakukan oleh lembaga tertinggi sebagai pemegang kedau-
latan rakyat.

Jika melihat argumentasi tersebut, maka gagasan Soepomo tentang negara
dalam BPUPKI — yang kemudian mewarnai UUD 1945 — tampaknya ber-
lanjut terus hingga Orde Baru. Pemikiran otentisitas demokrasi Indonesia
yang berhadapan dengan demokrasi liberal dipertahankan Orde Baru den-
gan tujuan menjadi legitimasi bagi kekuasaan tanpa kontrol dan sentralistik.
Seperti yang terjadi pada BPUPKI, konsep hak uji materiil undang-undang
juga ditempatkan sebagai konsep yang bertentangan dengan demokrasi Pan-
casila.

Jika uji materiil undang-undang tidak digubris, maka uji materiil terhadap
rancangan undang-undang tidak dianggap penting. Orde Baru tidak berpikir
untuk membangun sistem atau mekanisme pembentukan undang-undang
yang konstitusional. Kontrol terhadap kualitas rancangan undang-undang ti-
dak dipentingkan, tidak ada mekanisme sinkronisasi rancangan undang-un-
dang, serta tidak diwajibkannya penyusunan naskah akademik sebelum
penyusunan rancangan undang-undang.

Pengabaian Orde Baru terhadap pentingnya penyusunan rancangan un-
dang-undang dan juga pengujian substansinya dapat dilihat pada masih di-
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gunakannya UU No. 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat kendati undang-undang tersebut tidak
mengatur mekanisme penyusunan rancangan undang-undang secara kom-
prehensif. UU No. 1 Tahun 1950 yang diundangkan pada tanggal 2 Febru-
ari 1950 tidak mengatur mekanisme penyusunan rancangan undang-undang
melalui proses sinkronisasi rancangan undang-undang dengan konstitusi
maupun harmonisasi dengan undang-undang lain yang berlaku.

Pokok Pikiran untuk Legislasi Indonesia

Proses amandemen UUD 1945 melanjutkan diskursus sebelumnya saat Orde
Baru, yaitu hak uji materiil terhadap undang-undang. Diskursus baru dari
gagasan hak uji materiil tersebut adalah keberadaan Mahkamah yang khusus
untuk melakukan pengujian undang-undang. Dinamika perdebatan yang tim-
bul dalam masa Perubahan Kedua dan Ketiga menunjukkan bahwa anggota
MPR yang ikut serta dalam proses amandemen tampaknya belum memiliki
gambaran umum tentang bagaimana hak uji materiil akan dilakukan. Se-
bagian besar berangkat dari pemahaman yang sama bahwa undang-undang
seharusnya dapat diuji.

Pihak-pihak yang terlibat dalam amandemen tampaknya belum memiliki
pandangan bahwa pengujian dapat dimulai sejak awal, ketika rancangan
undang-undang belum disahkan. Belum terbukanya diskursus ini mungkin
dipengaruhi oleh tidak berkembangnya diskursus legislasi secara teoretis
dan praktik selama pemerintahan Orde Baru. Proses legislasi selama Orde
Baru berlangsung tanpa dinamika sehingga Indonesia tidak memiliki isu-
isu legislasi yang dapat menjadi pemantik pengembangan diskursus legisla-
s1.%2¢ Padahal sebagai negara yang menganut sistem civi/ law, legislasi un-
dang-undang memiliki peran penting sebagai hulu dari berjalannya prinsip
negara hukum.

326 Medelina K. Hendytio, Vidhyandika Djati Perkasa, dan Lina Alexandra, “Mengkaji Kebijakan
tentang Akses dan Informasi serta Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi: Belajar dari Sin-
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PR FEIRAH UNTUR
LEGISLAS] IMDIRESRE,

Proses legislas| sebagal sebuah sistem dengan mekanisme yang
panjang tentunya tidak hanya hanya mengandalkan teknokrat-
teknokrat di kelembagaan negara, Partisipas| publik juga periu
dimunculkan dan dijaga kualitasnya. Polemik REUHP dan RUU
lainnya menjelang berakhirnya pemerintahan periode Z014-201%
menunjukkan kesan ada yang terlewatkan oleh pemerintah
dalam aspek partisipasi publik sehingga muncul respon yang
begitu keras dari masyarakat sipil.

Fersoalan partisipasi publik tersebut berkaitan dengan
metodologi legislasi yang di dalamnya ada persoalan metode
riset serta deliberasi yang belum tuntas di Indonesia. Indonesia
telah memiliki Badan Keahlian OPR RI dan Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN). Namun persoalan metode riset legislasi
seperti belum menjadi arus utama dalam wacana legislasi.

O sisl lain, persoalan deliberasi juga perlu dituntaskan. Apa
formulas] yvang tepatl untuk mendeliberasikan isu-isu penting
dalam legislasi? Bagaimana subjek ditempatkan layaknya
sebagal subjek dalam deliberasl legisiasi? Minimnya ruang
publik politis ternyata merupakan akar masalah yang pelik dalam
persoalan deliberas). Apakah Indonesia juga punya peluang untuk
menciptakan ruang publik politis yang dapat memberi ruang bagi
argumentasi terbalk?
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